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ABSTRAK 

 
Permasalahan sampah plastik produk industri menjadi tantangan serius bagi 

Indonesia dalam upaya mencapai ekonomi sirkular berkelanjutan. Peningkatan 

volume sampah plastik tidak hanya memperburuk degradasi lingkungan, tetapi 
juga menimbulkan persoalan sosial-ekonomi akibat keterbatasan sistem 

pengelolaan yang efektif. Kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) yang 

ada belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan kapasitas atau sumber daya, 

lemahnya struktural dalam desain kebijakan, fragmentasi kewenangan 
antarinstansi, ketidakselarasan antara tujuan regulasi dengan instrumen 

implementasi yang tersedia, serta lemahnya mekanisme insentif dan disinsentif 

terhadap produsen, sehingga tanggung jawab atas siklus hidup produk plastik 
masih minim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui 

studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, 

serta publikasi yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan 
penarikan kesimpulan deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi 

kebijakan melalui penerapan eco-modulation fees dalam kerangka EPR dapat 

menjadi instrumen ekonomi yang efektif untuk mendorong produsen menerapkan 
prinsip prevention principle dan polluter pays principle. Dengan pengenaan biaya 

yang disesuaikan pada tingkat keberlanjutan suatu produk, maka produsen 

didorong untuk berinovasi dalam desain, produksi, hingga pasca-konsumsi 
plastik. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi EPR 

melalui integrasi eco-modulation fees ke dalam kebijakan nasional pengelolaan 

sampah, pengawasan ketat terhadap kepatuhan produsen, serta sinergi antara 

pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan eco-
modulation fees dalam kerangka EPR diyakini mampu menjadi instrumen strategis 

dalam mengatasi masalah sampah plastik sekaligus mendukung transisi menuju 

ekonomi sirkular berkelanjutan di Indonesia. 

Kata  Kunci:  Sampah  Plastik  Industri,  Extended Producer Responsibility, 

Eco-Modulation Fees, Ekonomi Sirkular. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

In Dubio Pro Natura, dalam sebuah ketidakpastian, hukum harus 

berpihak pada kelestarian lingkungan. Adagium tersebut relevan dengan 

kondisi permasalahan lingkungan yang saat ini ada seharusnya 

menempatkan hukum sebagai pelindung yang menjamin kelestarian 

lingkungan hidup. Adapun permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini 

salah satunya sampah plastik yang kini menjadi tantangan lingkungan yang 

paling krusial di abad ke-21. Plastik, sebagai salah satu produk inovasi 

industri modern, pada awalnya diciptakan untuk menjawab kebutuhan 

manusia akan material yang ringan, fleksibel, tahan lama, serta murah. 

Namun, keunggulan tersebut pada akhirnya berbalik menjadi ancaman 

serius bagi keberlanjutan lingkungan. Situasi saat ini mengindikasikan 

bahwa sampah plastik bukan lagi sekadar masalah kebersihan, melainkan 

persoalan ekologis, kesehatan publik, serta keadilan sosial lintas generasi. 

Indonesia turut menghadapi tantangan besar permasalahan tersebut 

sebagai negara dengan tingkat populasi tertinggi keempat di dunia. 

Sehingga hal tersebut berdampak pada masalah pencemaran lingkungan, 

salah satunya adalah sampah plastik produk industri yang terus meningkat. 
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Gambar 1. Data Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah 

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Pengelolaan 

Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2024 jumlah sampah yang dihasilkan 

di Indonesia mencapai 34 juta ton per tahun. Dari total tersebut, sampah 

plastik menempati posisi kedua terbesar setelah sampah sisa makanan, 

dengan proporsi sebesar 19,75% dari keseluruhan timbulan sampah 

nasional.1 Angka ini menegaskan bahwa konsumsi plastik di Indonesia 

masih sangat tinggi dan berimplikasi langsung terhadap peningkatan 

volume sampah yang sulit terurai secara alami. 

Keadaan tersebut diperburuk oleh sistem pengelolaan sampah yang 

tidak efektif, rendahnya tingkat daur ulang, serta minimnya kesadaran 

pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk melakukan pengurangan 

dan pemilahan sampah sejak dari sumber. Berdasarkan data dari SIPSN 

tahun 2024, upaya pengurangan sampah baru mencapai 1,24%, sedangkan 

penanganan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebesar 45,9% atau 

sekitar 15,73 juta ton per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

pengelolaan sampah nasional masih minim, karena hanya 47,14% sampah 

yang berhasil dikelola dengan baik. Akibatnya, lebih dari 18,11 juta ton 

sampah per tahun atau 52,86% dari total timbulan sampah tidak terkelola 

dan berpotensi mencemari lingkungan.2 Kondisi ini menandakan masih 

lemahnya sistem manajemen persampahan di Indonesia, khususnya dalam 

mengatasi dominasi sampah plastik yang sulit terurai. 

Salah satu faktor utama meningkatnya timbulan sampah plastik 

adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap produk industri yang 

sebagian besar masih menggunakan plastik sebagai kemasan utama. 

Kondisi ini mendorong industri untuk terus meningkatkan suplai tanpa 

diimbangi dengan regulasi pengelolaan sampah yang memadai. Lebih lanjut 

permasalahan sampah plastik di Indonesia tidak hanya memperbesar 

 

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah,” Sistem 

Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024, https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/, [diakses 

pada 20/8/2025]. 
2 Ibid. 
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jumlah timbulan sampah plastik yang dihasilkan, tetapi juga menimbulkan 

ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem darat maupun perairan. 

Menurut Jambeck, Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah 

China sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik di perairan dengan 

jumlah mencapai 187,2 juta ton, akibatnya banyak terjadi permasalahan 

lingkungan mulai dari pencemaran pantai dan kehidupan laut hingga 

potensi masuknya mikroplastik ke dalam rantai makanan. Dalam prosesnya, 

sampah plastik memiliki sifat yang sulit terurai secara alami sehingga 

berpotensi mengubah ukurannya menjadi 5 mm.3 Keberadaan mikroplastik 

ini menimbulkan ancaman baru terhadap kesehatan manusia dan 

lingkungan. 

Penumpukan sampah plastik dalam jangka panjang berdampak 

signifikan terhadap penurunan kualitas tanah, air, laut, serta udara, yang 

seharusnya menjadi hak dasar setiap individu atas lingkungan hidup yang 

bersih dan sehat. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hak lingkungan 

adalah hak subjektif yang dimiliki setiap orang.4 Hak subjektif ini tertera 

dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa 

pembentukan pemerintahan Indonesia bertujuan untuk menjamin 

perlindungan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.5 Kemudian, hak 

atas lingkungan yang bersih dan sehat tersebut telah dijamin dalam 

konstitusi bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk 

menikmati kesejahteraan fisik dan mental, memperoleh tempat tinggal yang 

layak, serta mengakses lingkungan yang kondusif dan menyehatkan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.6 Pasal 

tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan 

 

3 Vania Ika Faustine, “Upaya Pengurangan Sampah Plastik di Laut Indonesia Berdasarkan Konvensi 

Basel 1980 dalam Rangka Pemenuhan Target Sustainable Development Goals ke-14,” Belli Ac Pacis 

(Jurnal Hukum Internasional) 8, no. 2 (Desember 2022): 91. 
4 Faisol Rahman, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Pusat Studi 

Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 

https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/, [diakses 

pada 09/09/2025]. 
5 “Naskah Akademik Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi 

Jawa Tengah” (JDIH Jawa Tengah, 2022). 
6 Lihat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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hak-hak setiap warga negaranya terpenuhi, sehingga setiap individu dapat 

menjalani kehidupan yang bermartabat, sejahtera, dan berada dalam 

lingkungan yang kondusif bagi kesehatan mereka. 

Namun demikian, plastik tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari 

kehidupan modern. Berbagai sektor strategis, seperti makanan dan 

minuman, farmasi, logistik, hingga teknologi, masih bergantung pada 

plastik karena sifatnya yang praktis, ringan, dan mampu menjaga kualitas 

serta keamanan produk. Ketergantungan ini menciptakan paradoks bahwa 

plastik memberikan manfaat efisiensi ekonomi dan distribusi, tetapi 

sekaligus menimbulkan beban sosial-ekologis yang besar akibat dampak 

pencemarannya. Situasi ini menegaskan urgensi reformasi kebijakan yang 

lebih progresif untuk menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan 

industri dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. 

Oleh karena itu, peranan hukum lingkungan sangat penting sebagai 

instrumen yang mengatur interaksi antara manusia dengan lingkungannya 

dalam upaya mencapai lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah telah 

menetapkan berbagai regulasi mengenai pengelolaan sampah, salah satunya 

adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Undang-Undang ini menjadi dasar 

hukum utama yang mengatur tata kelola sampah di Indonesia secara 

komprehensif yang memberikan kerangka kerja untuk implementasi 

kebijakan dan praktik pengelolaan sampah yang efektif, terutama sampah 

plastik. 

Salah satu pendekatan yang diambil oleh pemerintah Indonesia 

adalah Extended Producer Responsibility (EPR), yakni konsep perluasan 

tanggung jawab produsen. Hal tersebut mendorong produsen untuk 

bertanggung jawab baik dalam tahap produksi, distribusi, hingga 

pascakonsumsi. Dalam Pasal 15 UU Pengelolaan Sampah disebutkan 

bahwa, “produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang 

diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam”. Pasal 

ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk implementasi EPR di 
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Indonesia dan menekankan tanggung jawab produsen dalam mengelola 

dampak lingkungan dari produk mereka. 

Peta jalan pengurangan sampah oleh produsen pada dasarnya telah 

diejawantahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 mengenai Peta Jalan Pengurangan 

Sampah oleh Produsen secara tegas menetapkan kerangka hukum sekaligus 

pedoman teknis dalam penerapan konsep ekonomi sirkular. Regulasi ini 

menekankan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang harus 

dilakukan secara mandiri oleh produsen maupun melalui kerja sama dengan 

pihak ketiga, dengan tujuan mengurangi timbunan sampah dan 

mengubahnya menjadi produk bernilai guna bagi lingkungan. Melalui 

regulasi tersebut, produsen didorong untuk mendesain produk yang lebih 

berorientasi pada keberlanjutan, membatasi penggunaan kemasan berlebih, 

serta mengalokasikan investasi pada sistem pengumpulan dan proses daur 

ulang yang lebih efisien. 

Pengaturan mengenai EPR juga tercantum dalam Keputusan 

Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention On 

The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And 

Their Disposal dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 tentang 

Amandemen atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas 

Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangan. Dalam Konvensi Basel, sampah 

plastik dikategorikan sebagai limbah berbahaya yang termuat dalam Annex 

No. II diadopsi pada COP-14 tahun 2019.7 Meskipun Annex II tidak 

menyebutkan EPR secara eksplisit, tetapi secara tidak langsung mendukung 

prinsip-prinsip EPR. Annex ini mencakup berbagai jenis sampah plastik 

yang membutuhkan pertimbangan khusus dalam hal pengelolaannya, sesuai 

dengan konsep EPR. Meskipun awalnya berfokus pada limbah berbahaya 

secara umum, konvensi ini telah berkembang untuk menanggapi masalah 

global sampah plastik. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan 

transparansi dan pengawasan terhadap perdagangan 

 

 

7 Lihat dalam Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention (2019). 
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global limbah plastik, serta mendorong negara-negara untuk mengelola 

limbah plastik secara lokal. 

Beberapa negara telah mengambil langkah proaktif, seperti Uni 

Eropa yang menerbitkan direktif mengenai plastik sekali pakai dengan 

memuat ketentuan EPR yang ketat, serta Jepang, Rwanda, dan Korea 

Selatan yang mengimplementasikan kebijakan EPR untuk limbah kemasan, 

termasuk plastik.8 Sementara itu, Indonesia sebagai negara anggota dari 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat ikut serta mendukung pelaksanaan EPR 

yang selaras dengan langkah strategis Majelis Lingkungan PBB atau United 

Nations Environment Programme (UNEP) dalam merumuskan resolusinya 

pada tahun 2022 untuk memulai negosiasi perjanjian global tentang polusi 

plastik.9 Inisiatif ini diharapkan dapat mencakup implementasi EPR dan 

menjadi kerangka kerja komprehensif yang telah lama dinantikan oleh 

komunitas internasional. 

Implementasi EPR di Indonesia seringkali menghadapi beragam 

kendala, salah satu yang paling signifikan adalah kurangnya harmonisasi 

regulasi EPR antara pemerintah pusat dan daerah, kesadaran produsen dan 

konsumen yang masih rendah, tidak adanya sanksi yang tegas akibat 

kekeliruan penalaran peraturan, serta belum adanya sistem insentif dan 

disinsentif. Adapun tantangan lain yang timbul, yakni pendekatan yang 

lebih mengedepankan pengelolaan sampah bukan pada upaya pengurangan 

sampah. Padahal fokus pada pengelolaan semata cenderung bersifat reaktif 

dan hanya mengatasi dampak akhir dari permasalahan sampah, sementara 

strategi pengurangan bersifat preventif dalam menekan volume timbulan 

sampah  yang  berkelanjutan.  Oleh  karena itu, muncul gagasan eco-

modulation fees sebagai mekanisme lanjutan dari EPR. 

Eco-modulation fess merupakan pendekatan dimana biaya EPR 

ditetapkan dan disusun berdasarkan pertimbangan lingkungan serta tujuan 

 

8 Lihat dalam European Commission, Directive (EU) 2019/904 on the Reduction of the Impact of 

Certain Plastic Products on the Environment (2019). 
9 United Nations Environment Programme, “Resolution 5/14: End Plastic Pollution: Towards an 

international legally binding instrument,” 10 Mei 2022, 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39812/OEWG_PP_1_INF_1_UNEA%20r 
esolution.pdf, [diakses pada 05/03/2025]. 
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kebijakan, khususnya tujuan untuk semakin meningkatkan daya daur ulang 

kemasan dan penggunaan material yang efisien, tanpa menimbulkan 

konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap indikator lingkungan lainnya.10 

Melalui eco-modulation fees, biaya kontribusi produsen ditentukan 

berdasarkan tingkat keberlanjutan produk yang mereka hasilkan. Produk 

dengan desain ramah lingkungan, mudah didaur ulang, atau menggunakan 

material biodegradable akan dikenakan biaya lebih rendah. Sebaliknya, 

produk yang sulit terurai, berbahaya, atau menggunakan plastik sekali pakai 

akan dikenakan biaya lebih tinggi. Skema ini bertujuan memberikan insentif 

finansial bagi produsen untuk melakukan inovasi dalam desain produk, 

sekaligus memberikan hukuman bagi mereka yang masih mempertahankan 

praktik produksi tidak berkelanjutan. Mekanisme eco-modulation fees 

dalam kerangka EPR dapat menjadi instrumen strategis untuk memastikan 

bahwa industri tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, 

tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup. 

Penerapan kebijakan eco-modulation fees EPR dapat dianalisis 

dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang 

menekankan tiga unsur pokok: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur 

hukum. Dari sisi struktur hukum, dibutuhkan lembaga khusus yang 

memiliki kewenangan untuk melaksanakan sekaligus mengawasi penerapan 

EPR. Struktur ini mencakup aturan yang rinci dan tegas serta keberadaan 

institusi yang berwenang menjalankan pengawasan. Kemudian, substansi 

hukum EPR berlandaskan pada prinsip “prevention principle” yang 

menekankan pentingnya upaya pencegahan sejak awal ketimbang hanya 

melakukan penanganan di tahap akhir serta prinsip “polluter pays 

principle” yang mewajibkan produsen menanggung biaya lingkungan 

sepanjang siklus hidup produknya. Norma-norma ini menjadi bagian 

penting dari substansi hukum sehingga membentuk dasar etis dan 

 

10 The Consumer Goods Forum, “Guiding Principles for the Ecomodulation of EPR Fees,” 

Februari 2022, 

https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2022/02/Guiding-Principles-for-the 

-Ecomodulation-of-EPR-Fees-February-2022.pdf, [diakses pada 05/03/2025]. 
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filosofis untuk regulasi EPR.11 Adapun kultur hukum berperan menentukan 

bagaimana aturan tersebut ditegakkan dalam masyarakat. Tanpa budaya 

hukum yang mendukung, sistem hukum akan kehilangan daya paksa dalam 

implementasinya. Pendekatan tersebut selaras dengan teori efektivitas 

menurut Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa keberlakuan suatu 

hukum dipengaruhi oleh lima faktor yakni, kualitas substansi hukum dalam 

bentuk regulasi, kredibilitas serta kapasitas aparat penegak hukum, 

ketersediaan sarana dan sumber daya penunjang, kondisi sosial budaya 

masyarakat, serta nilai-nilai dan aspirasi kolektif yang hidup dalam tatanan 

sosial.12 

Lebih jauh, penerapan eco-modulation fees dalam kerangka EPR 

juga berkontribusi pada perwujudan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular 

menurut Kircherr, Reike, dan Hekkert adalah konsep ekonomi yang 

berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan.13 Tujuan utama 

dari upaya ini adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui 

perbaikan mutu lingkungan, yang kemudian berdampak pada terciptanya 

keadilan sosial serta keberlanjutan bagi generasi mendatang, dengan 

dukungan dari pola bisnis serta perilaku konsumsi masyarakat. Ekonomi 

sirkular dapat diterapkan melalui prinsip 3R. Menangani masalah limbah 

plastik yang kompleks dan mendesak memerlukan strategi sebagai visi 

jangka panjang dalam mereformasi kebijakan EPR yang sejalan dengan 

Teori Ekonomi Sirkular menurut Ellen MacAthur.14 Indonesia memiliki 

urgensi besar untuk segera mengadopsi model ini. Reformasi kebijakan EPR 

berpotensi menghadirkan manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat, 

sejalan dengan visi Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan. 

 

 

11 Thomas Lindhqvist, Extended Producer Responsibility in Cleaner Production (Lund: Lund 

University, 2000), hlm. 29. 
12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. 
13 Angga Wijaya Holman Fasa, “Aspek Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai 
Ekonomi Sirkular dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” Jurnal 

Rechtsvindings 10, no. 3 (Desember 2021): 341. 
14 Ellen MacArthur Foundation, “Circular Economy Concept,” Ellen MacArthur Foundation, 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/, [diakses pada 21/08/2025]. 
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Adapun ekonomi sirkular telah menjadi arah kebijakan 

pembangunan nasional Indonesia, baik dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 maupun dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 guna 

mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.15 Dalam RPJPN 2025–2045, 

ekonomi sirkular ditegaskan sebagai bagian dari agenda transformasi 

ekonomi dengan fokus pada penerapan ekonomi hijau yang diturunkan 

dalam RPJMN 2025–2029 sebagai program prioritas melalui efisiensi 

sumber daya, pengembangan produk ramah lingkungan, perpanjangan umur 

produk, serta penguatan sistem daur ulang. Selain itu, dalam aspek 

ketahanan sosial-budaya dan ekologi, penerapan ekonomi sirkular lebih 

diarahkan pada pengelolaan sampah rumah tangga secara partisipatif di 

hulu, dengan strategi utama berupa pengurangan dan pemilahan sampah 

sejak sumbernya serta optimalisasi fasilitas pengolahan berbasis prinsip 

3R.16 

Langkah ini juga beririsan dengan Sustainable Development Goals 

(SDGs) sebagai pedoman pembangunan berkelanjutan dunia, khususnya 

SDGs 12 (Responsible Consumption and Production) dan SDGs 13 

(Climate Action).17 Reformasi kebijakan pengelolaan sampah plastik 

melalui mekanisme ini bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi merupakan 

fondasi normatif dan praktis yang mendorong Indonesia menuju ekonomi 

sirkular yang berkelanjutan, sekaligus memastikan warisan lingkungan yang 

sehat bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, penulis mengangkat karya 

tulis ilmiah dengan judul “REFORMASI KEBIJAKAN SAMPAH 

PLASTIK PRODUK INDUSTRI MELALUI ECO-MODULATION FEES 

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY GUNA MEWUJUDKAN 

EKONOMI SIRKULAR BERKELANJUTAN DI INDONESIA”. 

 

15 Kementerian PPN/Bappenas, “Indonesia Emas 2045 (RPJPN 2025–2045),” Kementerian 

PPN/Bappenas, 2025, https://indonesia2045.go.id/, [diakses pada 23/08/2025]. 
16 Kementerian PPN/Bappenas, Peta Jalan & Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 

2025-2045 (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2024), hlm. 20. 
17 United Nations, “Sustainable Development Goals,” United Nations Department of Economic 

and Social Affairs, 2015, https://sdgs.un.org/goals, [diakses pada 23/08/2025]. 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana kondisi eksisting regulasi pengelolaan sampah plastik 

produk industri melalui Extended Producer Responsibility (EPR) di 

Indonesia? 

2. Bagaimana model penerapan Eco-modulation Fees Extended 

Producer Responsibility (EPR) pada produk industri guna 

mewujudkan ekonomi sirkular berkelanjutan? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Mengkaji dan menganalisis perihal reformasi regulasi Extended 

Producer Responsibility (EPR) terhadap sampah plastik produk 

industri di Indonesia. 

2. Mengkaji dan menganalisis perwujudan model penerapan Eco-

modulation Fees Extended Producer Responsibility (EPR) pada 

produk industri sebagai upaya mewujudkan ekonomi sirkular 

berkelanjutan. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengetahuan dan literatur di bidang ilmu hukum, khususnya yang 

berkaitan dengan kajian reformasi kebijakan EPR pada produk 

plastik industri. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran 

mengenai bagaimana implementasi EPR dapat diarahkan untuk 

mendorong terciptanya ekonomi sirkular yang berkelanjutan, 

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi dan analisis yang lebih mendalam bagi pemangku 

kepentingan dalam merumuskan kebijakan maupun peraturan terkait 

pengelolaan limbah plastik industri. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan rekomendasi yang relevan dalam upaya 

menciptakan regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan 

lingkungan, serta mendorong penegakan hukum yang konsisten 

dalam implementasi EPR di Indonesia. 

https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus


152 

 

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia 

 
Volume 2 Issue 1, Month 2026 

Journal Homepage: https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Sampah Plastik Hasil Produk Industri Terhadap Lingkungan Hidup 

 

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Pengelolaan Sampah, sampah adalah 

sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk 

padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang dapat terurai 

atau tidak dapat terurai dan dibuang ke lingkungan.18 Sampah plastik hasil 

produksi industri telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan 

hidup dengan karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan sampah 

plastik rumah tangga. Menurut Andrady plastik industri mengandung 

berbagai aditif kimia seperti stabilizer, plasticizer, dan flame retardant yang 

menjadikan limbah ini lebih sulit terdegradasi dan berpotensi melepaskan 

zat beracun ke lingkungan.19 Affonso dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perspectives on Plastic Waste Management: Challenges and Possible 

Solutions to Ensure Its Sustainable Use,”mengungkapkan bahwa sekitar 

35% dari total sampah plastik dunia berasal dari aktivitas industri, dengan 

volume terbesar dihasilkan oleh industri kemasan, otomotif, dan elektronik. 

Dampak paling signifikan terlihat pada ekosistem akuatik dimana 

mikroplastik hasil fragmentasi sampah industri memiliki kemampuan untuk 

menyerap dan mengkonsentrasi polutan organik persisten seperti PCBs, 

DDT, dan PAHs hingga satu juta kali lipat dibandingkan air laut 

sekitarnya.20 

Kontaminasi sampah plastik industri tidak hanya terbatas pada 

lingkungan akuatik tetapi juga merambah ke sistem terestrial dan atmosfer 

dengan dampak ekologi yang kompleks. Plastik dalam tanah mengubah 

struktur fisik tanah, mengurangi infiltrasi air, dan dapat diserap oleh akar 

 

18 Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah. 
19 Manu Joseph, “Microscopic menace: exploring the link between microplastics and cancer 

pathogenesis,” Royal Society chemistry, 22 Mei 2025, 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2025/em/d5em00232j, [diakses pada 03/09/2025]. 
20 Afonso, “Perspectives on Plastic Waste Management: Challenges and Possible Solutions to 

Ensure Its Sustainable Use,” MDPI, 21 Mei 2024, https://www.mdpi.com/2313-4321/9/5/77, 
[diakses pada 03/09/2025]. 
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tanaman sehingga menciptakan jalur kontaminasi baru dalam rantai 

makanan terestrial. Pembakaran sampah plastik industri yang sering 

dilakukan sebagai solusi pengelolaan menghasilkan emisi berbahaya seperti 

dioksin dan furan yang bersifat karsinogenik, serta berkontribusi terhadap 

perubahan iklim dengan emisi CO₂ mencapai 2,5-3,0 ton per ton plastik 

yang dibakar.21 Gangguan serius terhadap biodiversitas terjadi dimana 

sampah plastik menjadi substrat spesies invasif, mengubah pola migrasi 

hewan, dan mempengaruhi siklus reproduksi berbagai spesies yang 

berpotensi menyebabkan kepunahan jangka panjang. 

B. Penerapan Eco-Modulation dalam Extended Producer Responsibility 

 

Extended Producer Responsibility (EPR) adalah instrumen 

kebijakan yang menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab penuh atas 

dampak lingkungan dari produk mereka di sepanjang siklus hidupnya, mulai 

dari tahap desain hingga pasca-konsumsi. Konsep ini bertujuan untuk 

menginternalisasi biaya lingkungan negatif dan mengalihkan beban biaya 

pengelolaan produk akhir masa pakai atau End of Life serta limbah yang 

timbul darinya, mulai dari pembayar pajak hingga produsen.22 Definisi EPR 

pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 

13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle 

(Permen LH 13/2012). Melalui bank sampah, dijelaskan bahwa EPR adalah 

sebuah strategi yang bertujuan untuk menggabungkan aspek biaya 

lingkungan ke dalam seluruh tahapan produksi, dari awal hingga akhir masa 

pakai produk.23 

Untuk memperkuat efektivitas EPR, terutama dalam mendorong 

pembangunan berkelanjutan, digunakanlah konsep eco-modulation fees 

EPR. Ini berarti produsen dikenakan biaya yang berbeda berdasarkan 

kriteria  tertentu  yang mendukung perubahan desain produk menuju 

 

21 Maimona Raza, “Microplastics in soil and freshwater: Understanding sources, distribution, 

potential impacts, and regulations for management,” Pubmed Central, 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10450477/, [diakses pada 6/09/2025]. 
22 Bukhari. M., et al., “Developing a national programme for textiles and clothing recovery,” SAGE 

(2018), hlm. 312-331. 
23 Lihat dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah. 
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keberlanjutan lingkungan. Idealnya, biaya EPR harus mencerminkan biaya 

pengelolaan yang sebenarnya, meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan 

pengolahan, serta biaya peningkatan kesadaran dan administrasi. Lebih 

jauh, eco-modulation fees seharusnya juga mempertimbangkan eksternalitas 

lingkungan dan sosial, serta mengikuti hierarki limbah, sehingga produk 

yang dirancang untuk pencegahan limbah dan penggunaan kembali 

dikenakan biaya lebih rendah dibandingkan produk yang hanya untuk daur 

ulang. Penelitian Margaret Walls dalam “Extended Producer 

Responsibility and Product Design” menganalisis dampak kebijakan EPR 

terhadap desain produk di berbagai negara dan menemukan bahwa eco-

modulation fees terbukti efektif mendorong inovasi desain produk yang 

lebih berkelanjutan.24 Penelitian ini menunjukkan bahwa diferensiasi biaya 

berdasarkan kinerja lingkungan menciptakan insentif kuat bagi produsen 

untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam desain produk. 

C. Prevention Principle sebagai Prinsip Utama Pengurangan Sampah 

 

Prevention principle adalah sebuah prinsip dalam hukum 

lingkungan yang mengedepankan pada titik hulu atau dari sebuah produk 

tersebut terbentuk. Menurut McEldowney seorang ahli lingkungan 

menyatakan, prevention principle merupakan gagasan dimana negara, 

perusahaan, atau individu, dalam keadaan tertentu, memiliki kewajiban 

untuk mengambil langkah yang menghindari untuk menyebabkan jenis 

kerusakan lingkungan tertentu terhadap lingkungan termasuk lingkungan di 

luar wilayah atau kepemilikan properti mereka sendiri.25 Prinsip ini 

menekankan pendekatan proaktif dalam pengelolaan lingkungan, dimana 

pencegahan dianggap lebih efektif dan ekonomis dibandingkan dengan 

upaya pemulihan setelah kerusakan terjadi. Daniel Bodansky dalam 

analisisnya  tentang  prinsip-prinsip  hukum  lingkungan  internasional 

24 M. Walls, “Extended producer responsibility and product design: economic theory and selected 

case studies,” Resources for the Future Discussion Paper 06-08 (2006), hlm. 45. 
25 Department for Environment, Food & Rural Affairs, “Environmental principles policy 
statement,” GOV.UK, 

https://www.gov.uk/government/publications/environmental-principles-policy-statement/environm 

ental-principles-policy-statement, [diakses pada 03/09/2025]. 

https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus
http://gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/environmental-principles-policy-statement/environmental-principles-policy-statement
https://www.gov.uk/government/publications/environmental-principles-policy-statement/environmental-principles-policy-statement


155 

 

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia 

 
Volume 2 Issue 1, Month 2026 

Journal Homepage: https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus 

 

menjelaskan bahwa prevention principle memiliki dua dimensi utama yaitu 

pencegahan kerusakan lintas batas dan pencegahan kerusakan pada kawasan 

di luar yurisdiksi nasional26. Maka dari itu, dalam merealisasikan 

pengurangan sampah di Indonesia, prevention principle perlu untuk 

dikedepankan karena proses dalam pengelolaan sampah dapat 

mengeluarkan biaya yang sangat besar dan cenderung memerlukan waktu 

yang lama. 

D. Polluter Pays Principle sebagai Prinsip Keadilan Lingkungan 

 

Prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle merupakan 

salah satu prinsip dalam hukum lingkungan internasional. Prinsip ini 

pertama kali dikenalkan oleh negara-negara anggota (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) OECD dan terdapat dalam 

ketentuan-ketentuan hukum European Communities Tahun 1972.27 

Suparto Wijoyo menerjemahkan pernyataan OECD, yakni pelaku 

pencemar harus menanggung biaya yang diputuskan oleh otoritas publik 

untuk memastikan bahwa lingkungan dalam keadaan yang dapat diterima, 

dengan kata lain nilai biaya harus sesuai dengan biaya dan jasa yang 

menyebabkan polusi dalam memproduksi dan/atau mengonsumsi. Philippe 

Sands dalam karyanya tentang hukum lingkungan internasional 

berpendapat bahwa polluter pays principle telah berkembang dari 

rekomendasi OECD menjadi prinsip hukum kebiasaan internasional yang 

mengikat.28 Penerapan prinsip ini umumnya dilakukan oleh negara-negara 

melalui pengenaan pajak atau denda, serta melalui aturan 

pertanggungjawaban dalam hukum perdata maupun pidana. 

 

 

 

 

 

 

 

26 D. Bodansky, The Art and Craft of International Environmental Law (Cambridge: Harvard 

University Press, 2016), hlm. 10–22. 
27 Muhammad Muhdar, Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan, 

Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1 (2009) hlm. 72. 
28 N. de Sadeleer, Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules (Oxford: 
Oxford University Press, 2002), hlm. 2–5. 
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E. Ekonomi Sirkular Berkelanjutan sebagai Pilar Lingkungan di Masa 

Depan 

Ekonomi sirkular merupakan kerangka perubahan sistem yang 

bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan global, termasuk perubahan 

iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta sampah dan polusi. Ekonomi 

sirkular merupakan konsep yang berfokus pada tiga aspek utama yaitu 

pengelolaan kelangkaan sumber daya, minimalisasi dampak lingkungan, 

dan optimalisasi manfaat ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya 

optimalisasi sumber daya melalui proses produksi yang lebih bersih dan 

ramah lingkungan, serta peningkatan nilai siklus teknis dan biologis 

material melalui berbagai strategi melingkar. Ellen MacArthur melalui 

Ellen MacArthur Foundation mendefinisikan ekonomi sirkular sebagai 

sistem regeneratif yang meminimalkan input sumber daya dan limbah, 

emisi, serta kebocoran energi melalui memperlambat, menutup, dan 

mempersempit loop material dan energi29. 

Ekonomi sirkular dirancang agar produk dan bahan terus berputar 

dan digunakan pada nilai tertingginya sekaligus mencegah timbulnya 

sampah karena semua produk sampingan yang dihasilkan dapat digunakan 

kembali.30 Penelitian Patrizia Ghisellini dalam “A review on circular 

economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental 

and economic systems” menganalisis transisi menuju ekonomi sirkular di 

berbagai sektor dan menemukan bahwa sektor pengelolaan limbah memiliki 

potensi terbesar untuk implementasi prinsip ekonomi sirkular. Studi ini 

menunjukkan bahwa integrasi konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan 

sampah dapat memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi yang 

signifikan.31 

 

29 Ellen Macharrthur, “Commercial collaboration: A powerful driver for the circular economy,” 

Ellen Macharrthur foundation, 14 Agustus 2025, 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/commercial-collaboration-a-powerful-driver-for-the-cir 

cular-economy, [diakses pada 05/09/2025]. 
30 Ibid., hlm. 8. 
31 Patrizia Ghisellini, “A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay 

of environmental and economic systems,” Science Direct, 15 Januari 2016, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652615012287, [diakses pada 
02/09/2025]. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, 

yaitu penelitian yang menyajikan penjelasan sistematis mengenai aturan 

dalam suatu bidang hukum tertentu, menganalisis keterkaitan 

antarperaturan, menguraikan area yang bermasalah, serta berpotensi 

memprediksi arah perkembangannya di masa depan.32 Adapun prosedur 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library 

research). Studi kepustakaan pada dasarnya merupakan telaah terhadap 

berbagai informasi tertulis di bidang hukum yang bersumber dari berbagai 

publikasi, dan menjadi fondasi penting dalam membangun kerangka analisis 

penelitian hukum normatif.33 

Objek dalam penelitian ini mencakup reformulasi pengaturan 

hukum mengenai EPR sebagai instrumen kebijakan pengelolaan sampah di 

Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif-kualitatif, yaitu menelaah bahan 

hukum yang berlaku serta relevan, sekaligus menghubungkannya dengan 

dinamika sosial dan perkembangan konsep hukum lingkungan 

kontemporer. Fokus kajiannya diarahkan pada bagaimana hukum berperan 

dalam memperkuat implementasi EPR, termasuk dengan mengintegrasikan 

mekanisme eco-modulation fees sebagai bagian dari instrumen kebijakan. 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Deidre D. Johnston dan Scott W. Vanderstoep memaknai 

pendekatan penelitian adalah suatu rencana dan desain yang memuat 

seluruh tahapan penelitian mulai dari perumusan hipotesis hingga penarikan  

kesimpulan.34  Dalam  penulisan  karya  tulis  ini,  penulis 

 

32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

hlm. 35. 
33 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penulisan Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 81. 
34 Debora Exaudi Sirait, Metodologi Penelitian (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang 
Indonesia, 2023), hlm. 3. 
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menggunakan tiga jenis pendekatan utama menurut Peter Mahmud 

Marzuki, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan 

perbandingan (comparative approach). 

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini 

mengkaji keterkaitan dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berbagai peraturan peruundang-

undangan lainnya, serta sinkronisasi antarregulasi yang relevan dengan 

permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu, pendekatan konseptual 

diterapkan ketika peneliti tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif 

semata, tetapi juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum, pandangan para 

sarjana, dan doktrin hukum untuk memperdalam pemahaman mengenai 

konsep EPR beserta konsep turunannya. Adapun pendekatan perbandingan 

diterapkan dengan cara mengkaji praktik penerapan EPR dan skema eco-

modulation fees di negara lain, sehingga dapat diperoleh gambaran 

perbedaan maupun persamaan yang bermanfaat untuk memberikan 

rekomendasi bagi konteks Indonesia. 

C. Jenis Data 

 

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai 

jenis data utama, yang berarti data tersebut diperoleh secara tidak langsung 

berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.35 Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh dari dokumen resmi 

berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 

sampah dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, seperti UU 

Pengelolaan Sampah, serta peraturan pelaksana lainnya yang menjadi dasar 

penerapan EPR. Kemudian, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan 

pendukung untuk menjelaskan dan memperkuat analisis terhadap bahan 

hukum primer. Bahan ini mencakup buku, jurnal hukum dan lingkungan, 

artikel akademik, laporan penelitian, serta publikasi dari lembaga  

internasional  yang  mengkaji  praktik  penerapan  EPR  dan 
 

35 M Hajar, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih (Pekanbaru: Suska 
Press, 2015), hlm. 225. 
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eco-modulation fees di berbagai negara. Terakhir, bahan hukum tersier 

digunakan sebagai pelengkap, berupa kamus hukum, ensiklopedia, hingga 

berita daring yang memberikan pemahaman tambahan mengenai isu 

pengelolaan sampah dan instrumen kebijakan berbasis EPR. 

D. Teknik Analisis Pengolahan Data Dan/Atau Informasi 

 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada penguraian 

data dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan diolah 

secara sistematis dan terstruktur agar dapat memberikan makna yang 

relevan serta jawaban atas rumusan masalah penelitian. Proses analisis 

dilakukan melalui tahap klasifikasi, penelaahan, dan pengkajian kritis 

terhadap data yang ada, sehingga dapat diolah menjadi bahan hukum yang 

dilengkapi dengan informasi yang akurat. Dengan demikian, hasil analisis 

tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga diarahkan untuk menemukan 

solusi atas persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini 

menganalisis terkait regulasi EPR terhadap sampah plastik produk industri 

di Indonesia serta menganalisis perwujudan model penerapan eco-

modulation fees EPR pada produk industri sebagai upaya mewujudkan 

ekonomi sirkular berkelanjutan. 

E. Teknik Pengolahan Data Dan/Atau Informasi Untuk Mengambil 

Simpulan 

Teknik ini berkaitan dengan proses pengolahan data untuk 

memperoleh informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan secara 

menyeluruh dari data yang telah diperoleh. Penelitian ini menggunakan 

metode penarikan kesimpulan deduktif, yakni menarik simpulan dari 

permasalahan umum menuju permasalahan khusus berdasarkan kaidah 

logika. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada pengaturan dan 

implementasi eco-modulation fees EPR dalam kebijakan pengelolaan 

sampah di Indonesia, khususnya terkait peran produsen dalam mendukung 

pembangunan ekonomi hijau. Hasil analisis kemudian digunakan untuk 
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merumuskan kesimpulan dan rekomendasi mengenai reformulasi penguatan 

instrumen hukum EPR agar lebih efektif dalam mewujudkan keadilan 

lingkungan dan keberlanjutan. 

F. Kerangka Berpikir 

 

Kerangka berpikir karya tulis ilmiah ini ditampilkan dalam bagan 

berikut serta dijabarkan lebih rinci dalam Lampiran 1. 
 

 
Gambar 2. Kerangka Berpikir. 

Sumber: Diolah Penulis, 2025. 

 

G. Perumusan Saran atau Rekomendasi 

 

Penarikan saran atau rekomendasi dalam penelitian ini merupakan 

proses sistematis yang dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis 

masalah dan tinjauan literatur yang relevan, untuk menghasilkan 

rekomendasi yang praktis dan aplikatif. Pendekatan ini mempertimbangkan 

aspek teknis, kebijakan, serta sosial yang saling terkait, sehingga saran yang 

diberikan dapat mendukung implementasi yang lebih efektif dari eco-

modulation fees dalam EPR, baik dari sudut pandang regulasi, pelibatan 

pelaku industri, maupun partisipasi masyarakat secara luas. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Kondisi Eksisting Terkait Regulasi Extended Producer Responsibility 

 

(EPR) di Indonesia 

 

Permasalahan sampah plastik di Indonesia telah berkembang 

menjadi krisis lingkungan yang kompleks dan mendesak untuk ditangani 

secara komprehensif. Berdasarkan hasil riset Net Zero Waste Management 

yang meneliti sekitar 1,9 juta sampah plastik di enam kota besar Indonesia 

yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Bali, dan Makassar, dimana 

temuan mengejutkan menunjukkan bahwa sampah botol plastik dari merek 

air mineral mencapai 28.084 unit, sementara produk minuman bersoda 

menghasilkan limbah sebanyak 73.509 botol plastik.36 Data ini 

mencerminkan volume timbulan sampah yang sangat besar dan 

mengindikasikan bahwa produsen-produsen besar, terutama yang 

memproduksi kemasan sekali pakai, belum menjalankan tanggung jawab 

pengelolaan limbah produk mereka secara optimal dan berkelanjutan. 

Kondisi yang mengkhawatirkan ini mendorong transformasi 

fundamental dalam pendekatan pengelolaan sampah di Indonesia menjadi 

tanggung jawab yang lebih komprehensif dengan melibatkan produsen sejak 

tahap hulu produksi. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan prinsip dasar 

EPR yang membebankan tanggung jawab penuh kepada produsen atas 

dampak lingkungan yang timbul dari seluruh rangkaian produksi produk 

mereka, mulai dari tahap pra produksi, proses produksi, distribusi, 

konsumsi, hingga pengelolaan pasca konsumsi37. Namun penerapan EPR ini 

belumlah sempurna baik dari peraturan maupun implementasinya. 

 

36  Erik Purnama Putra, “Hasil Riset Botol Minuman Penyumbang Sampah Terbanyak,” 

REPUBLIK, 13 Februari 2024, 

https://news.republika.co.id/berita/s8rv6m484/hasil-riset-botol-minuman-penyumbang-sampah-ter 

banyak, [diakses pada 24/03/2025]. 
37 Kasuma, M. Naufal Al-Hadi, Afdhal Fadhila, dan Nur Aini, “Kepastian Hukum Kebijakan 

Extended Producer Responsibility Bagi Produsen Penghasil Sampah,” Anthology: Inside Intellectual

 Property Rights, 1, no. 1 (2024): 20, 
https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7857. 
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1. Kerangka Regulasi EPR Indonesia 

 

Implementasi sistem EPR di Indonesia dibangun atas fondasi 

hukum yang hierarkis dan sistematis, dimulai dari level undang-

undang hingga peraturan teknis pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi payung hukum 

utama yang memberikan landasan konstitusional bagi penerapan EPR 

melalui Pasal 15 yang secara eksplisit membebankan tanggung jawab 

produsen terhadap produk dan kemasannya yang diproduksi, serta 

diperkuat oleh Pasal 20 ayat (3) yang mewajibkan pelaku usaha untuk 

mengadopsi material yang lebih berkelanjutan dalam setiap produknya, 

yaitu bahan-bahan yang memiliki kemudahan dalam proses daur ulang 

atau dapat mengalami dekomposisi secara natural. Operasionalisasi 

lebih lanjut dari undang-undang ini kemudian diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 

khususnya pada Pasal 13 sampai 15, yang menetapkan kewajiban 

produsen untuk secara progresif melaksanakan tindakan reduksi 

sampah berdasarkan roadmap yang telah ditetapkan untuk periode satu 

dekade, menciptakan kerangka waktu yang jelas dan terstruktur bagi 

implementasi EPR. 

Aspek teknis penerapan EPR diuraikan secara lebih rinci dalam 

Permen LHK No. 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah 

oleh Produsen, yang berfungsi sebagai pedoman strategis dan 

operasional guna mencapai target pengurangan sampah sebesar 30% 

pada tahun 2029. Pasal 3 ayat (1) peraturan ini menegaskan bahwa 

pengelolaan sampah merupakan kewajiban yang mengikat bagi 

produsen pada tiga sektor utama, yakni manufaktur, layanan makanan 

dan minuman, serta perdagangan eceran. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) 

mengklasifikasikan industri barang konsumsi sebagai bagian dari sektor 

manufaktur, sehingga produsen dalam industri ini secara 
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otomatis diwajibkan melaksanakan tanggung jawab EPR. Meskipun 

regulasi ini telah memberikan kerangka kerja yang cukup 

komprehensif, penegakan hukumnya masih lemah. Pasal 21 hanya 

memberi kewenangan kepada menteri, gubernur, serta bupati/walikota 

untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, sementara Pasal 22 sebatas mengatur tata cara pemberian 

insentif dan disinsentif berupa penghargaan maupun publikasi hasil 

evaluasi kinerja, tanpa disertai mekanisme sanksi administratif yang 

tegas dan efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa regulasi 

yang ada belum mampu menjamin pelaksanaan EPR secara optimal 

akibat ketiadaan ketegasan dalam penerapannya. 

2. Tantangan Implementasi EPR 

Meskipun Indonesia telah membangun kerangka regulasi EPR 

yang relatif komprehensif dari level undang-undang hingga peraturan 

teknis, implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan 

sistemik yang kompleks dan saling berkaitan. Tantangan-tantangan ini 

tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga mencakup aspek 

fundamental terkait konsepsi dasar EPR, koordinasi kelembagaan, 

penegakan hukum, dan komitmen berbagai stakeholder dalam 

ekosistem pengelolaan sampah. 

Analisis mendalam terhadap berbagai permasalahan yang 

muncul dalam implementasi EPR di Indonesia menunjukkan bahwa 

hambatan yang ada bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan 

kapasitas atau sumber daya, melainkan juga oleh kelemahan struktural 

dalam desain kebijakan, fragmentasi kewenangan antar instansi, serta 

ketidakselarasan antara tujuan regulasi dengan instrumen implementasi 

yang tersedia. Kondisi ini mengakibatkan gap yang signifikan antara 

ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan, dimana target 

pengurangan sampah nasional sulit tercapai meskipun regulasi EPR 

telah diberlakukan selama beberapa tahun. 
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2.1 Kurangnya Intervensi EPR Pada Sisi Hulu Siklus Sampah Plastik 

Permasalahan yang paling fundamental dan paradigmatik dalam 

tata kelola sampah di Indonesia, yang belum terpecahkan melalui 

pendekatan EPR, adalah ketiadaan kebijakan yang secara langsung 

melarang atau mengurangi produksi sampah plastik dari sumbernya.38 

Implementasi EPR di Indonesia secara teknis memiliki limitasi paling 

mendasar yakni tidak mampu mengurangi volume produksi plastik, 

tetapi hanya berfokus pada pengelolaan sampah plastik yang telah 

diproduksi, sehingga justru diperlukan kebijakan yang lebih kuat dan 

tegas yang secara langsung dapat menghentikan atau membatasi 

industri dalam penggunaan bahan plastik sebagai bahan kemasan 

produk mereka. Kondisi ini menggeser fokus yang seharusnya 

mencegah (prevention) menjadi kepada mengelola sampah (waste 

management), padahal secara etis dan filosofis, industri seharusnya 

terlebih dahulu menghentikan atau mengurangi emisi sampah plastik 

mereka, baru kemudian meremediasi dampak lingkungan yang telah 

terjadi melalui program EPR, sehingga pendekatan yang tepat adalah 

menerapkan prinsip pencegahan (prevention principles) terlebih dahulu 

sebelum mengimplementasikan sistem EPR.39 

Pengalaman negara seperti Prancis dengan produksi dan polusi 

plastik tinggi menunjukkan perlunya menetapkan target pengurangan 

plastik yang ambisius dan mengikat sebelum menerapkan sistem EPR. 

Di Indonesia, meskipun UU Pengelolaan Sampah sudah menerapkan 

prinsip pencegahan, namun belum memiliki peraturan turunan yang 

operasional. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Sampah Spesifik hanya mengatur pembatasan, daur ulang, 

dan penggunaan kembali, tetapi tidak mengatasi masalah 

 

38 MF Djamal, “Pendekatan Kolaboratif Ubah Paradigma Sampah Dikelola Bukan Dibuang,” Pro 

Health, 9 April 2025, 

https://prohealth.id/pendekatan-kolaboratif-ubah-paradigma-sampah-dikelola-bukan-dibuang/, 
[diakses pada 02/09/2025]. 
39 Wu P, et al., “Spatial-temporal distribution of microplastics in surface water and sediments of 

Maozhou river within Guangdong-Hong Kong-Macao greater bay area,” Sci Total Environ 717 

(2020): 17. 
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fundamental oversupply sampah plastik dari produksi domestik dan 

impor ilegal. Dalam kondisi oversupply ini, pendekatan ekonomi 

sirkular yang menjadi dasar EPR hanya akan efektif jika prinsip 

pencegahan diintroduksi secara kuat dan konsisten dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia. Tanpa pengurangan volume produksi 

plastik, upaya pengelolaan sampah akan tetap reaktif, berbiaya tinggi, 

dan berisiko gagal. 

2.2 Kelemahan Sistem Sanksi dan Penegakan Hukum 

Permasalahan selanjutnya dalam implementasi EPR di 

Indonesia terletak pada ketiadaan sistem sanksi yang tegas dan efektif 

dalam mendorong kepatuhan produsen terhadap kewajiban EPR 

mereka. Analisis mendalam terhadap hierarki regulasi EPR 

mengungkap adanya celah hukum yang serius, dimana PP No. 81/2012 

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga, yang menjadi dasar hukum Permen LHK No. 

75/2019 sama sekali tidak mengatur mekanisme sanksi administratif 

yang memadai bagi produsen yang mengabaikan atau melanggar 

kewajiban EPR mereka. Kondisi ini secara efektif menciptakan situasi 

impunitas de facto bagi pelaku industri, dimana mereka dapat 

mengabaikan kewajiban EPR tanpa konsekuensi hukum yang 

signifikan, sehingga mengurangi insentif untuk mematuhi regulasi yang 

ada dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pengurangan 

sampah nasional. 

Upaya untuk mengatasi kelemahan ini baru terlihat secara 

parsial dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan 

Sampah Di Kawasan dan Perusahaan, dimana Pasal 2 ayat (1) 

menetapkan kewajiban perusahaan untuk mengelola sampah dalam 

wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, sementara ayat (3) dan (6) 

mengatur pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis 

bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dan apabila 

peringatan tertulis diabaikan, Dinas Lingkungan Hidup berwenang 
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untuk mempublikasikannya di portal pemerintah dengan label 

perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan. Meski demikian, 

sanksi dalam Pergub DKI Jakarta ini masih sangat terbatas karena 

hanya berupa peringatan tertulis dan publikasi nama perusahaan. 

2.3 Rendahnya Tingkat Kepatuhan Industri 

Meskipun secara konseptual EPR telah termuat dalam beberapa 

regulasi di Indonesia, regulasi-regulasi tersebut masih memiliki 

sejumlah kelemahan fundamental. bahwa regulasi yang ada sekarang 

masih terfragmentasi sehingga mengakibatkan beragamnya interpretasi 

oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk produsen dan 

masyarakat. Selain itu, penjelasan subjek yang kurang komprehensif, 

sistem pengelolaan. Permasalahan ketidakjelasan sanksi dalam 

pengimplementasian EPR berimplikasi langsung pada rendahnya 

tingkat kepatuhan industri dalam menerapkan peraturan EPR, yang 

telah menjadi masalah serius dan sistemik dalam upaya pengurangan 

sampah di Indonesia. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan disparitas 

yang mengkhawatirkan, dimana dari sekitar 

3.000 produsen besar dan menengah yang diwajibkan menjalankan 

EPR, hanya sekitar 30 hingga 40 perusahaan atau sekitar 1,0-1,3% yang 

telah melaporkan dan melaksanakan program mereka secara transparan 

dan sesuai ketentuan yang berlaku.40 Fakta yang menarik adalah bahwa 

sebagian besar perusahaan yang menerapkan EPR di Indonesia 

merupakan perusahaan multinasional yang memiliki standar global 

dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana dikonfirmasi oleh data 

National Plastic Action Partnership (NPAP) yang mencatat hanya 

terdapat 23 perusahaan yang menyampaikan rencana pengurangan 

sampahnya, dan mayoritas dari mereka adalah perusahaan 

multinasional seperti Coca-Cola Amatil Indonesia yang telah 

memprakarsai program daur ulang plastik melalui pendirian pusat-

pusat daur ulang dengan mengumpulkan botol plastik bekas dari 
 

40 Tiras Kamal (ed.), Bank Ramah Lingkungan (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015), hlm. 38. 
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konsumen, serta Danone AQUA yang telah menjalankan program 

“AQUA Life” yaitu pengumpulan dan penggunaan kembali botol 

plastik.41 

2.4 Masalah Transparansi, Penyeragaman metode EPR, dan Standardisasi 

Produsen 

Selain disebabkan oleh ketidakjelasan sanksi dan kurangnya 

ketegasan dari pemerintah, faktor lain yang menjadi hambatan utama 

dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap EPR adalah minimnya 

transparansi yang dilakukan oleh perusahaan terkait berbagai aspek 

yang ada dalam implementasi EPR, serta ketiadaan standardisasi dalam 

sistem pelaporan dan monitoring yang membuat evaluasi efektivitas 

program menjadi sangat sulit dilakukan.42 Permasalahan transparansi 

ini mencakup berbagai dimensi krusial, diantaranya adalah aspek 

keuangan (fees and costs) dimana informasi mengenai struktur biaya, 

alokasi dana, dan penggunaan anggaran EPR tidak mudah diakses oleh 

publik, skema EPR yang belum terintegrasi secara nasional sehingga 

biaya tidak selalu dikumpulkan secara terpadu dalam skala nasional, 

ketiadaan penyeragaman metode EPR dan pengumpulan data ini 

berpengaruh terhadap hubungan antara biaya yang dibayarkan oleh 

produsen dengan biaya aktual yang seharusnya mereka tanggung 

berdasarkan volume dan jenis limbah yang dihasilkan, serta terbatasnya 

akses umum terhadap informasi dan arus keuangan, sehingga sulit bagi 

stakeholder eksternal untuk melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap kinerja program EPR. 

Permasalahan transparansi ini diperparah oleh ketiadaan 

standardisasi klasifikasi produsen yang menjadi subjek hukum EPR. 

Menurut laporan panduan EPR untuk Indonesia yang dikeluarkan oleh 

World Wide Fund for Nature (WWF) yang menyatakan bahwa 

 

41 World Economic Forum, “Radically Reducing Plastic Pollution in Indonesia: A Multistakeholder 

Action Plan National Plastic Action Partnership,” World Economic Forum, April 2020, 

https://pacecircular.org/sites/default/files/2021-03/NPAP-Indonesia-Multistakeholder-Action-Plan_ 

April-2020_compressed%20%281%29.pdf, [diakses pada 01/09/2025]. 
42 Soeun Eo, et al., “Spatiotemporal distribution and annual load of microplastics in the Nakdong 
river, South Korea,” Water Res160 (2019): 228–237. 
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regulasi mengenai EPR masih ambigu karena ketidakjelasan subjek 

hukum dalam penerapan kebijakannya. Laporan ini menunjukkan 

bahwa meskipun ada pengelompokan produsen yang ditargetkan 

pemerintah, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria, 

eligibilitas, dan kewajiban tertentu bagi produsen yang menjadi target 

terlepas dari ukuran perusahaan mereka.43 Whelly Sujono, direktur dari 

Sinar Jaya Plastindo sekaligus anggota dari Indonesia Solid Waste 

Association (InSWA) menyatakan bahwa penyalahartian subjek dapat 

berakibat fatal karena pihak-pihak yang sebenarnya turut berkontribusi 

dalam keberjalanan EPR malah dikenakan beban tarif dari peraturan 

tersebut dan justru dianggap sebagai produsen sampah. Kondisi ini 

menciptakan tantangan khusus bagi entitas berskala kecil dan tidak 

memiliki kapasitas untuk mematuhi peraturan ini secara efektif. Oleh 

karena itu, subjek yang tepat untuk dijadikan target penerapan EPR 

dalam jangka waktu dekat adalah industri. Argumentasi ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa jika pertanggungjawaban semua produsen 

disamaratakan, penegakan hukum akan menjadi sangat sulit dan 

kompleks. 

2.5 Keterbatasan Target Waktu dan Milestone Implementasi 

Indonesia telah menetapkan panduan mengenai cara mengisi 

dokumen rencana pengurangan sampah sebagai bagian dari 

implementasi EPR, namun regulasi yang ada saat ini belum menetapkan 

target waktu yang spesifik dan terukur untuk pencapaian pengurangan 

sampah sebesar 30% pada 2029, seperti penetapan target bahwa 9% 

sampah plastik harus didaur ulang pada tahun 2025 atau 20% 

pengurangan sampah harus dicapai pada tahun 2026, yang umumnya 

menjadi praktik standar dalam implementasi EPR di negara-negara 

maju. Ketiadaan target yang spesifik dan terikat waktu ini mengurangi 

sense of urgency dalam implementasi EPR dan 

 

43 WWF Indonesia, “Pemerintah Kota Bogor dan WWF-Indonesia Sepakat Untuk Tangani Sampah 

Plastik di Kota Bogor,” WWF, 11 Juni 2025, 

https://www.wwf.id/id/blog/pemerintah-kota-bogor-dan-wwf-indonesia-sepakat-untuk-tangani-sam 
pah-plastik-di-kota-bogor, [diakses pada 02/09/2025]. 

https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus
https://www.wwf.id/id/blog/pemerintah-kota-bogor-dan-wwf-indonesia-sepakat-untuk-tangani-sampah-plastik-di-kota-bogor
https://www.wwf.id/id/blog/pemerintah-kota-bogor-dan-wwf-indonesia-sepakat-untuk-tangani-sampah-plastik-di-kota-bogor


169 

 

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia 

 
Volume 2 Issue 1, Month 2026 

Journal Homepage: https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus 

 

menyulitkan proses monitoring serta evaluasi progress secara berkala, 

sehingga sulit untuk menilai apakah program EPR berjalan sesuai 

dengan rencana dan target yang ditetapkan atau memerlukan 

penyesuaian strategi dan pendekatan.44 Dalam mengatasi kekurangan 

fundamental ini, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi 

komprehensif terhadap peraturan EPR dengan memasukkan target 

waktu yang lebih spesifik, terukur, dan realistis, serta pengembangan 

sistem monitoring yang dapat melacak progress secara langsung dan 

memberikan peringatan dini. 

2.6 Koordinasi Antar instansi dan Program Sosialisasi 

Keaktifan pemerintah dalam memberikan sosialisasi terkait 

penerapan EPR juga dinilai masih kurang masif dan memadai, dimana 

banyak badan usaha yang membutuhkan panduan teknis dan pelatihan 

yang lebih intensif dan komprehensif dari pemerintah, terutama dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan roadmap pengurangan sampah, 

pengembangan sistem monitoring dan reporting, serta implementasi 

best practices dalam pengelolaan limbah. Di samping itu, koordinasi 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi isu krusial 

dalam implementasi peraturan EPR, mengingat permasalahan sampah 

ditangani oleh berbagai lembaga pemerintahan dengan kewenangan 

yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi, seperti pembuatan Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) yang menjadi tanggung jawab Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penentuan tarif retribusi 

pengelolaan sampah yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, 

sementara pengoperasionalan TPA diserahkan kepada KLHK tanpa 

disertai alokasi dana pemeliharaan yang memadai. Fragmentasi 

kelembagaan dan kewenangan ini mengakibatkan inefficiency dalam 

alokasi sumber daya, dan kesulitan dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh aspek pengurangan dan 

pengelolaan sampah.45 

 

44 World Economic Forum, Loc. Cit. 
45 Kementerian PPN/Bappenas, Op. Cit., hlm. 110. 
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Dari permasalahan yang telah disebutkan, pemerintah Indonesia 

wajib melakukan langkah strategis mengurangi timbulan sampah plastik 

menggunakan EPR yang direformasi secara mendasar dengan 

mendahulukan asas prevention principle, memperbaiki substansi peraturan 

yang ada, mempertegas sikap pemerintah terhadap pelaku industri, 

memperkuat lembaga penegak dan sosialisasi peraturan, menerapkan 

insentif dan disinsentif yang berdampak nyata pada perusahaan, serta 

menciptakan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas bagi keberjalanan 

EPR, sehingga Indonesia dapat mencapai cita-cita menciptakan lingkungan 

hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. 

B. Model Penerapan Eco-Modulation Fees Extended Producer 

Responsibility pada Produk Plastik Industri sebagai Upaya 

Mewujudkan Ekonomi Sirkular 

Penanggulangan sampah plastik yang semakin mendesak menjadi 

fokus utama dalam melindungi lingkungan dan menciptakan ekonomi hijau 

yang berkelanjutan. Kompleksitas masalah sampah plastik, terutama dari 

produk industri, mendorong berbagai pendekatan inovatif untuk 

mengurangi limbah, tidak hanya dari sisi konsumsi, tetapi juga sejak tahap 

produksi hingga pengelolaan pasca konsumsi. Keberhasilan pendekatan ini 

sangat bergantung pada pembangunan kerangka kerja yang melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan, termasuk produsen, pemerintah, dan 

masyarakat, agar tanggung jawab dapat dijalankan secara efektif dan 

berkelanjutan. 

Pendekatan melalui konsep EPR menjadi salah satu kerangka kerja 

solutif dan penting dalam penanganan sampah plastik industri, sebab 

melalui penerapan konsep EPR ini tanggung jawab terhadap sampah tidak 

lagi menjadi beban kolektif masyarakat melainkan diinternalisasi ke dalam 

biaya produksi. Hal ini mendorong produsen mempertimbangkan seluruh 

siklus  hidup  produk sejak perancangan hingga pengelolaan limbah, 
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sehingga dapat mengurangi dampak pada sumber dan mencegah kerusakan 

lingkungan sebelum terjadi.46 

Keberhasilan konsep EPR tidak terbatas hanya pada pendekatan 

kewajiban produsen semata, tetapi juga diperlukan pendekatan 

komprehensif yang mencakup regulasi tegas, insentif fiskal, dan kolaborasi 

multipihak.47 Berdasarkan kerangka ekonomi sirkular, kebijakan publik 

memiliki peran yang krusial dalam menciptakan dorongan bagi praktik daur 

ulang dan pemanfaatan ulang, mendukung kemajuan teknologi yang ramah 

lingkungan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai 

pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan.48 

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi perbaikan yang komprehensif 

dan sistematis terhadap penerapan EPR. Perumusan strategi ini dapat 

dilakukan melalui studi komparasi dengan negara lain, seperti Jerman dan 

Denmark, yang telah berhasil menerapkan sistem EPR secara efektif. 

Analisis perbandingan pengalaman kedua negara tersebut dengan kondisi di 

Indonesia disajikan dalam tabel berikut dan ditampilkan lebih jelas dalam 

Lampiran 2. 

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan EPR di Berbagai Negara. 

Sumber : Diolah Penulis, 2025. 

 

 

 

46 Jerry Shalmont, et al., “Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia: Tantangan 

Regulasi dan Solusi Peningkatan Kepatuhan,” PUSKAPSI Law Review 5, no. 1 (Juni 2025): 80, 

https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53729. 
47 Ibid., hlm. 96. 
48 Mujahid Quraisy, “Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Ekonomi Sirkuler di Indonesia: Tantangan, 

Respon Industri, dan Rekomendasi Kebijakan,” ResearchGate, Februari 2025, 

https://www.researchgate.net/publication/388768776_Evaluasi_Kebijakan_dan_Regulasi_Ekonom 
i_Sirkuler_di_Indonesia_Tantangan_Respon_Industri_dan_Rekomendasi_Kebijakan, [diakses 

pada 25/08/2025]. 
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Analisis terhadap kebijakan EPR global menunjukkan bahwa sistem 

yang sukses memiliki karakteristik yang jelas, seperti regulasi yang kuat, 

mekanisme insentif yang terukur, dan lembaga pelaksana yang berwenang. 

Hasil komparasi tersebut kemudian dapat diselaraskan dengan kondisi nyata 

di Indonesia sehingga menghasilkan solusi yang realistis dan relevan. Oleh 

karena itu, perbaikan harus berfokus pada langkah-langkah konkret dalam 

mereformasi regulasi dan menerapkan mekanisme yang telah terbukti 

efektif. 

1. Reformasi Peraturan EPR pada Sampah Plastik Produk Industri di 

Indonesia 

Reformasi peraturan EPR pada sampah plastik produk industri 

di Indonesia memerlukan langkah komprehensif yang dimulai dengan 

mereformasi klasifikasi produsen dan penyeragaman metode EPR di 

seluruh Indonesia dengan kriteria yang lebih terukur dan spesifik. 

Kriteria ini harus mencakup parameter kuantitatif terkait kapasitas 

produksi, volume peredaran produk, dan potensi timbulan sampah 

plastik yang dapat dihasilkan. Diferensiasi kewajiban berdasarkan skala 

operasi diperlukan untuk memastikan proporsionalitas beban regulasi 

bagi produsen, baik ukuran industri maupun volume produksi.49 

Langkah ini penting mencegah kesenjangan penerapan kewajiban EPR 

antara produsen besar dan kecil, sehingga sistem berjalan efektif, adil, 

dan dapat diimplementasikan merata di seluruh sektor industri.50 

Sementara itu, penyeragaman metode EPR harus disertai 

dengan penegasan kewajiban industri untuk menerapkan sistem EPR 

pada seluruh siklus produknya. Penyeragaman ini mencakup 

standardisasi  prosedur  registrasi,  mekanisme  pembiayaan,  target 
 

49 WWF-Indonesia, “Panduan Perluasan Tanggung Jawab Produsen terhadap Produk dan Kemasan 

Plastik untuk Industri di Indonesia,” WWF-Indonesia, 2022, 

https://plasticsmartcities.wwf.id/storage/user_uploads/ddaa8a2371ba61575018d34cd34c6478.pdf, 

[diakses pada 01/09/2025]. 
50 OECD, “Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management,”

 OECD Publishing, 2016, 

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/09/extended-producer-respon 

sibility_g1g6742c/9789264256385-en.pdf, [diakses pada 01/09/2025]. 
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kinerja, dan sistem pengawasan yang konsisten di seluruh Indonesia 

untuk menghindari fragmentasi implementasi. Implementasi 

komprehensif seperti ini telah terbukti berhasil di Jerman melalui 

VerpackG yang mewajibkan produsen mendaftar pada otoritas pusat 

dengan kewajiban partisipasi berdasarkan ambang batas volume dan 

jenis kemasan yang diedarkan. Kerangka regulasi terintegrasi tersebut 

menghasilkan pencapaian signifikan dengan tingkat daur ulang 90,3% 

untuk sampah kemasan pada tahun 2022 dan hanya 1% sampah kota 

dibuang ke TPA, menunjukkan efektivitas sistem EPR yang terstruktur 

dan konsisten.51 

Setelah klasifikasi dan penyeragaman metode ditetapkan, 

langkah selanjutnya adalah menerapkan sistem sanksi yang tidak hanya 

bersifat administratif tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang 

signifikan bagi perusahaan yang tidak menerapkan EPR secara baik dan 

komprehensif. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kepatuhan 

perusahaan terhadap sistem EPR yang disediakan oleh pemerintah. 

Pembelajaran dari Jerman menunjukkan bahwa implementasi EPR 

yang berhasil memerlukan kombinasi sistem registrasi ketat, 

monitoring transparan, dan sanksi tegas dengan dampak ekonomi 

signifikan. Jerman mengembangkan sistem LUCID Packaging Register 

sebagai platform digital terpusat untuk registrasi semua produsen 

kemasan. Sistem tersebut memiliki keunggulan karena terintegrasi 

dengan marketplace online, yakni platform perdagangan elektronik 

diwajibkan memblokir penjual tanpa nomor registrasi EPR valid, 

sehingga hal ini menciptakan penegakan otomatis yang berdampak 

langsung pada akses pasar dan memberikan dampak ekonomi nyata 

bagi perusahaan.52 

 

51 Sam Caplen, “Germany and EPR for Packaging: A Model for Sustainable Waste Management,” 

Clarity, 2 Agustus 2024, 

https://clarity.eco/news/germany-and-epr-for-packaging-a-model-for-sustainable-waste, [diakses 

pada 31/08/2025]. 
52 Irwansyah Harahap, “Permen ESDM No. 8 Tahun 2025: Kewajiban Sistem Manajemen Energi 

dan Solusi ISO 50001 – Sudah Siapkah Anda?,” DQS, 15 Agustus 2025, 

https://www.dqsglobal.com/id/standar/blog/permen-esdm-no-8-tahun-2025, [diakses pada 
08/09/2025]. 
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Efektivitas sanksi EPR dapat didukung dengan 

mengintegrasikan  mekanisme  pembiayaan  melalui  konsep eco-

modulation fees sebagai bagian integral dari sistem EPR yang bertujuan 

mengurangi produk plastik dan mengetatkan penggunaan bahan baku 

ramah lingkungan. Eco-modulation fees merupakan mekanisme 

penentuan tarif yang disesuaikan dengan kontribusi produsen 

berdasarkan dampak lingkungan dari produk atau kemasan mereka.53 

Produk yang didesain mudah didaur ulang atau menggunakan material 

daur ulang akan dikenakan biaya lebih rendah, sementara produk yang 

sulit didaur ulang akan dikenakan biaya lebih tinggi.54 Hal ini akan 

mendorong produsen berinovasi dan berinvestasi dalam desain yang 

lebih berkelanjutan, sejalan dengan program pembangunan ekonomi 

sirkular industri dalam RPJMN 2025-2029 melalui program eco-

design, guna ulang, dan perpanjangan masa pakai produk.55 

EPR dengan konsep dasar pencegahan harus lebih didahulukan 

daripada menitikberatkan pada pengelolaan akhir siklus produk yang 

dinilai penuh risiko dan berbiaya mahal. Sebab secara teoritis, EPR 

menginternalisasi biaya lingkungan dan mengalihkan tanggung jawab 

pengelolaan siklus hidup produk kepada produsen, mulai dari desain 

hingga akhir masa pakai. Biaya EPR harus mencerminkan biaya 

sebenarnya dari sebuah produk, yang mencakup seluruh biaya 

pengelolaan akhir masa pakainya serta dampak sosial dan lingkungan.56 

Implementasi eco-modulation fees di negara-negara Uni Eropa 

menunjukkan efektivitas pendekatan ini, seperti Denmark yang 

mengenakan  penalti  20%  pada  produk  tidak berkelanjutan dan 

53 Kementerian PPN/Bappenas, Op. Cit. hlm. 116. 
54 Manuel Auer, “Eco-Modulation of Extended Producer Responsibility in the EU: Impacts on the 

Packaging Industry and for the Transition to a Circular Economy” (Master Thesis, University of 

Applied Sciences - FH Campus Wien, 2023), hlm. 3. 
55 Lihat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (LN Nomor 19 Tahun 2025). 
56 Magang Alam Lindungi Hutan, “Bisnis Lestari Extended Producer Responsibility (EPR): 

Pengertian, Tujuan, Dasar Hukum, Manfaat, dan Implementasinya di Indonesia,” Lindungi Hutan, 
15 April 2024, 

https://lindungihutan.com/blog/extended-producer-responsibility-epr-pengertian-tujuan-dasar-huku 

m-manfaat-dan-implementasinya-di-indonesia/, [diakses pada 07/09/2025]. 
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berhasil mengubah perilaku industri menuju kemasan yang dapat 

digunakan kembali.57 

Langkah strategis selanjutnya guna mencapai tujuan 

pengurangan sampah yang efektif adalah menetapkan target kuantitatif 

yang disepakati bersama oleh pemerintah dan pihak industri, lengkap 

dengan sistem evaluasi berkala yang terorganisasi serta tenggat waktu 

yang jelas. Meskipun Permen LHK No. 75/2019 telah menetapkan 

target pengurangan sampah produk sebesar 30% pada 2029, perlu juga 

ditentukan waktu spesifik untuk target sementara pengurangan sampah 

secara berkala.58 Misalnya, dengan menetapkan target pengurangan 

sampah plastik sebesar 10% dalam kurun waktu dua tahun. Target yang 

telah ditetapkan nantinya dapat diberlakukan sistem evaluasi berkala 

dengan mekanisme pelaporan terstandardisasi untuk memantau 

pencapaian target serta memungkinkan penyesuaian strategi 

berdasarkan hasil penerapan yang telah dilaksanakan. Upaya perbaikan 

strategi tersebut bertujuan agar keberjalanan EPR mencapai target 

dalam pengurangan sampah, menilai kepatuhan industri, dan 

memastikan tidak ada pengurangan nilai produk yang terbuang secara 

sia-sia. 

Keberhasilan pencapaian target tersebut juga dapat didukung 

melalui penguatan alur koordinasi antara pemerintah pusat dengan 

daerah dalam pengimplementasian EPR sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.59 Langkah ini dapat 

diwujudkan dengan pemberian fasilitas, konsultasi, pendidikan dan 

pelatihan, serta penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari 

 

57 Dansk Producentansvar, “Collective schemes in Denmark,” DPA, 

https://producentansvar.dk/en/products-and-responsibility/organising-your-producer-responsibility/ 

compliance-schemes/, [diakses pada 07/09/2025]. 
58 Mita Defitri, “ Solusi Menyeimbangkan Produksi & Pengelolaan Sampah di Indonesia: Extended 

Producer Responsibility,” Waste 4 Change, 20 November 2023, 

https://waste4change.com/blog/solusi-menyeimbangkan-produksi-pengelolaan-sampah-di-indonesi 

a-extended-producer-responsibility/, [diakses pada 03/09/2025]. 
59 Lihat dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN No. 73 Tahun 
2017, TLN No. 6041). 

https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus
https://producentansvar.dk/en/products-and-responsibility/organising-your-producer-responsibility/compliance-schemes/
https://producentansvar.dk/en/products-and-responsibility/organising-your-producer-responsibility/compliance-schemes/
https://waste4change.com/blog/solusi-menyeimbangkan-produksi-pengelolaan-sampah-di-indonesia-extended-producer-responsibility/
https://waste4change.com/blog/solusi-menyeimbangkan-produksi-pengelolaan-sampah-di-indonesia-extended-producer-responsibility/


176 

 

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia 

 
Volume 2 Issue 1, Month 2026 

Journal Homepage: https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus 

 

pembinaan dan pengawasan. Sehingga menciptakan kesamaan 

pemahaman pada peraturan EPR untuk meminimalisir inkonsistensi 

pelaksanaan dan meningkatkan efektivitas program EPR secara 

menyeluruh di Indonesia. 

Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan berbagai 

peraturan EPR tentang sampah plastik produk industri ke dalam satu 

peraturan tunggal berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Langkah ini 

diperlukan agar tidak ada peraturan yang saling tumpang tindih 

sehingga memberikan pemahaman dan penerapan secara komprehensif. 

Pembentukan PP baru tentang EPR ini juga harus berlandaskan pada 

prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti prinsip 

3R (Reduce, Reuse, Recycle).60 

Berangkat dari pemaparan tersebut, penguatan kebijakan perlu 

diiringi dengan pembentukan lembaga khusus yang fokus menangani 

sampah plastik industri di Indonesia. Mengingat saat ini belum ada 

lembaga tunggal yang menangani sampah secara khusus, sementara 

kewenangan pengelolaan sampah masih tersebar di berbagai 

kementerian. Menurut Laporan Panduan EPR Produk Kemasan Plastik 

Industri Indonesia dari WWF, salah satu kendala utama implementasi 

EPR adalah tidak adanya otoritas pusat atau platform terpadu untuk 

pengawasan dan penegakan EPR. Kondisi ini menyulitkan produsen 

untuk memperbarui kewajiban EPR dan melaporkan data terkait 

kemasan serta timbulan sampahnya.61 

Mengacu pada praktik Jerman dan Denmark yang memiliki 

badan pengawas EPR tersendiri, Indonesia perlu membentuk Badan 

Pencegahan dan Pengelolaan Sampah Nasional (BPPSN) sebagai 

otoritas tunggal dengan kewenangan terpusat. BPPSN sebagai badan 

nasional memiliki otoritas kuat di seluruh Indonesia dan fokus 

sepenuhnya pada pengelolaan sampah plastik industri. Lembaga ini 

akan  terlindungi  dari  intervensi  pemerintah  daerah  sehingga 
 

60 Asep Setiawan, “Implementasi EPR (Extended Producer Responsibility) di Indonesia: Peluang 

dan Tantangan,” Dashboard Data dan Informasi Pengurangan Sampah, 26 Maret 2023, 

https://info3r.menlhk.go.id/berita/detail/berita-15-v_berita, [diakses pada 31/08/2025]. 
61 WWF-Indonesia, Op. Cit. hlm. 128. 
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pelaksanaan EPR dapat berjalan dengan konsisten. 

Pertanggungjawaban BPPSN akan langsung kepada Presiden dengan 

kepala badan setingkat menteri, dengan demikian lembaga ini memiliki 

wewenang memadai untuk mengkoordinasikan pemangku kepentingan 

dan mengambil keputusan strategis di tingkat nasional. 

BPPSN akan menerapkan pendekatan multistakeholder dengan 

melibatkan unsur dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. 

Komposisi lembaga ini akan mencakup perwakilan dari kementerian 

terkait, asosiasi industri, organisasi lingkungan, institusi penelitian 

seperti BRIN, serta Indonesia Packaging Recovery Organization 

(IPRO) yang akan dibentuk ulang khusus untuk mengkoordinasikan 

kewajiban produsen. Keterlibatan berbagai pihak ini memastikan 

pengambilan keputusan yang komprehensif dan mencerminkan 

kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah 

plastik. 

Pembentukan lembaga ini diharapkan mampu mengatasi 

berbagai hambatan dalam pelaksanaan EPR melalui fungsi utama 

seperti memfasilitasi pengumpulan data akurat, meningkatkan 

koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memperkuat 

pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum. Berangkat dari hal 

tersebut, pemerintah perlu merevisi UU Pengelolaan Sampah dengan 

memasukkan mandat pembentukan lembaga khusus ini, sekaligus 

menyatukan seluruh peraturan EPR sampah plastik dalam satu PP. 

Langkah ini sejalan dengan prinsip hukum “lex prospicit, non respicit” 

yang menekankan pentingnya antisipasi penyelesaian masalah di masa 

depan.62 Penjelasan lebih rinci mengenai reformasi ini disajikan dalam 

bagan pada Lampiran 3. 

2. Penerapan Eco-Modulation Fees EPR dengan Metode 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) di Indonesia oleh Badan Pengurangan dan Pengelolaan 

Sampah Nasional 

62 Jason M. Patlis, Tommy H. Purwaka, dan Glaudy H. Perdanahardja (eds.), Menuju Harmonisasi 

Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilaya Pesisir Indonesia (Jakarta: Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, 2005), hlm. 116. 
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Setelah pembentukan BPPSN sebagai lembaga nasional yang 

mengkoordinasikan pengelolaan sampah plastik industri, Indonesia 

dapat menerapkan EPR secara lebih komprehensif dan terintegrasi 

melalui dua strategi utama yang saling mendukung. Strategi pertama 

adalah mengintegrasikan konsep eco-modulation fees yang 

memungkinkan pengenaan biaya EPR berdasarkan tingkat 

keberlanjutan produk dan kemasan yang dihasilkan oleh produsen. 

Strategi kedua adalah menerapkan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

secara menyeluruh dan sistematis dalam industri sebagai landasan 

operasional pengelolaan sampah yang berkelanjutan. 

Berdasarkan international best practice dalam Peta Jalan dan 

Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045, 

Indonesia dapat mengadopsi skema pengelolaan kemasan plastik 

Denmark yang menerapkan kebijakan EPR dengan pembagian 

tanggung jawab yang jelas antara masyarakat, Packaging Recovery 

Organization (PRO), produsen, dan pemerintah.63 Model ini strategis 

karena memperkuat peran masing-masing pihak tanpa tumpang tindih 

kewenangan, memberikan insentif produsen untuk desain ramah 

lingkungan yang mendorong inovasi berkelanjutan, menjamin 

transparansi pengelolaan data dan biaya untuk akuntabilitas serta 

partisipasi aktif dalam mencapai target ekonomi sirkular nasional.64 Hal 

ini sangat penting dalam mencapai target pengurangan sampah 

nasional. 

Indonesia dapat mengadopsi model skema Denmark ini karena 

sejumlah alasan strategis. Pertama, skema pembagian tanggung jawab 

yang jelas dapat memperkuat peran masing-masing pihak dalam 

pengelolaan sampah sehingga tidak terjadi tumpang tindih 

kewenangan. Kedua, insentif bagi produsen dalam menerapkan desain 

 

63 Kementerian PPN/Bappenas. Op. Cit. 56 
64 Niken Pramesti, “Konsultasi Publik - Draf Studi Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) dan Rencana 

Aksi (Action Plan) Nasional Ekonomi Sirkular di Indonesia,” Slide Share, 22 Februari 2024, 

https://www.slideshare.net/slideshow/01-bappenas-konsultasi-publik-draf-studi-penyusunan-peta-j 

alan-roadmap-dan-rencana-aksi-action-plan-nasional-ekonomi-sirkular-di-indonesia-1-pdf/282933 
662, [diakses pada 05/09/2025]. 
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ramah lingkungan akan mendorong inovasi produksi yang 

berkelanjutan serta mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. 

Ketiga, transparansi dalam pengelolaan data dan biaya menjamin 

akuntabilitas dan partisipasi aktif dari masyarakat hingga pemerintah, 

yang mana hal ini sangat penting dalam mencapai target pengurangan 

sampah nasional. 

Meski demikian, perlu adanya penyesuaian skema tersebut 

terhadap kondisi nyata di Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam 

penerapan EPR di Indonesia adalah tingkat kepatuhan produsen yang 

masih rendah. Oleh sebab itu, BPPSN sebagai lembaga nasional dengan 

otoritas khusus dapat menjadi koordinator sentral yang tidak hanya 

berperan sebagai regulator dan pengawas saja, tetapi juga bertanggung 

jawab terhadap proses pelaksanaan lapangan dan pengelolaan keuangan 

EPR secara langsung, guna mendorong tingkat kepatuhan produsen 

secara tegas. Berbeda dengan Denmark, DPA sebagai lembaga yang 

berwenang hanya berfungsi sebagai regulator dan pengawas, sementara 

pelaksanaan serta pengelolaan keuangan dilakukan oleh PRO. 

Maka dari itu penulis membuat secara komprehensif skema 

EPR untuk pengelolaan sampah yang dapat digunakan di Indonesia 

sebagai berikut dan ditampilkan lebih jelas dalam Lampiran 4. 

Gambar 3. Skema EPR dengan Konsep Eco-modulation Fees. 

Sumber : Diolah Penulis, 2025. 

 

1. Pada tahap awal implementasi, setiap produsen diwajibkan 

menerapkan prinsip 3R dalam proses produksi yang dimulai 
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dengan pengurangan (reduce) melalui optimalisasi desain kemasan 

dengan mempertimbangkan seluruh siklus hidup produk, 

mendorong penggunaan material seminimal mungkin tanpa 

mengurangi fungsi utama kemasan serta penggantian bahan sulit 

terurai dengan alternatif ramah lingkungan. Tahap selanjutnya 

adalah penerapan prinsip penggunaan kembali (reuse) yang 

memerlukan pendekatan sistematis dalam mendesain produk dan 

kemasan agar dapat dimanfaatkan berulang kali, menuntut produsen 

mengembangkan inovasi desain yang memungkinkan kemasan 

dapat digunakan kembali untuk tujuan yang sama atau berbeda 

melalui pengembangan infrastruktur pengumpulan yang 

memungkinkan konsumen mengembalikan kemasan bekas untuk 

disterilisasi dan digunakan kembali. Tahap ketiga adalah 

optimalisasi proses daur ulang (recycle) yang memastikan produk 

dan kemasan dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan 

proses daur ulang di akhir masa pakainya, mengharuskan produsen 

menggunakan material yang dapat didaur ulang secara efektif, 

menghindari material komposit yang sulit dipisahkan, menerapkan 

sistem labeling yang jelas.65 

2. Selanjutnya, setiap produsen yang memproduksi atau menggunakan 

kemasan produk, terutama berbahan plastik untuk produk yang akan 

diedarkan di pasar domestik wajib mendaftar ke otoritas nasional, 

yaitu BPPSN. Pendaftaran ini dikenai biaya pendaftaran sekali bayar 

yang akan ditetapkan dalam PP. Proses pendaftaran ini menjadi 

langkah awal dalam memenuhi tanggung jawab produsen atas siklus 

hidup produknya. Seluruh proses dari pendaftaran hingga 

pengelolaan data dilakukan secara transparan melalui situs web 

terpadu BPPSN. 

3. Lebih lanjut, produsen diwajibkan melaporkan data kemasan produk 

secara rutin yang mencakup jenis, berat, dan bahan kemasan, 

dengan ketentuan khusus bagi produsen skala kecil 

65 Ranno Marlany Rachman, et al., Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (Strategi 
Dan Implementasi) (Makassar: Tohar Media, 2024). hlm. 20. 
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seperti di Denmark dimana produsen dengan produksi di bawah 8 

ton per tahun cukup melaporkan total kemasan yang beredar.66 

Berdasarkan data tersebut, BPPSN akan mengeluarkan tagihan yang 

terdiri dari eco-modulation fees dan biaya administrasi, dimana 

skema ini mengalihkan tanggung jawab finansial pengelolaan 

sampah dari pemerintah kepada produsen sambil mendorong inovasi 

kemasan ramah lingkungan seperti bahan yang mudah didaur ulang 

seperti Polyethylene dan PET tidak berwarna. Dana yang terkumpul 

kemudian dialokasikan untuk biaya operasional bank sampah unit 

dan induk, kompensasi pabrik daur ulang, serta kegiatan pendukung 

seperti penelitian, pembinaan, dan sosialisasi masyarakat, sementara 

eco-modulation fees berfungsi sebagai sistem insentif yang 

memberikan tarif lebih rendah bagi produsen yang menggunakan 

kemasan berkelanjutan dan tarif lebih tinggi bagi yang menggunakan 

kemasan kurang ramah lingkungan.67 

4. Alur pengelolaan material sampah dimulai dari kemasan produk 

yang beredar di masyarakat, dimana masyarakat dapat memilih 

menggunakan kembali kemasan bila tersedia informasi pelabelan 

yang mendukung penggunaan ulang atau memanfaatkan kemasan 

dengan cara lain. Kemasan yang tidak digunakan ulang akan 

dibuang ke bank sampah setelah dipilah berdasarkan kategori 

sampah biodegradasi dan non biodegradasi untuk mempermudah 

pengelolaan selanjutnya, dengan bank sampah dapat memberikan 

insentif berupa potongan biaya pengangkutan bagi masyarakat yang 

melakukan pemilahan sampah dengan benar. Sistem ini 

mencerminkan pengelolaan sampah plastik industri yang 

terintegrasi dan berbasis partisipasi aktif masyarakat. 

 

66 Christine Schneider, “EPR in Denmark - Changes from 2025,” Deutsche Recycling Service GmbH,

 19 Desember 2023, 
https://deutsche-recycling.com/blog/epr-in-denmark-reporting-changes-from-2025/, [diakses pada 

01/09/2025]. 
67 Anurodh Sachdeva, “Extended Producer Responsibility and Ecomodulation of Fees,” Ecologic, 

Maret 2021, https://www.ecologic.eu/18066, [diakses pada 04/09/2025]. 
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5. Pengumpulan sampah dilakukan di bank sampah unit yang tersebar 

di tingkat RT/RW, desa, dan kecamatan. Pada tahap ini, bank 

sampah unit melaksanakan segregasi primer dengan memisahkan 

komponen organik dan anorganik dari sampah yang terkumpul, 

sekaligus mengklasifikasikan sampah plastik menjadi kategori 

basah dan kering. Proses ini sangat penting untuk meningkatkan 

efisiensi pengelolaan limbah pada tahap selanjutnya, sehingga 

menjadi bagian krusial dalam sistem pengelolaan limbah terpadu 

yang berkelanjutan. Pengelolaan yang optimal dapat meningkatkan 

nilai ekonomis limbah sekaligus mengurangi beban kerja fasilitas 

pengolahan lanjutan. Bank sampah unit memperoleh biaya 

operasional dari BPPSN dan berkewajiban melaporkan data sampah 

produk yang diterima melalui situs BPPSN guna diverifikasi dan 

disinkronkan dengan data laporan produsen, sehingga memastikan 

keterpaduan alur data antara produsen dan bank sampah. 

6. Setelah proses pemilahan di bank sampah unit, sampah plastik 

dikirimkan ke bank sampah induk yang beroperasi sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memberikan fleksibilitas 

operasional dalam mengelola dan menyesuaikan kebutuhan lokal. 

Pada bank sampah induk dilakukan pemisahan sampah plastik 

berdasarkan ukuran, tingkat biodegradabilitas, dan jenis polimer 

plastik seperti polyethylene terephthalate, kemudian hasil pemilahan 

dilaporkan ke BPPSN sebelum disalurkan ke pabrik daur ulang. 

Bank sampah induk memperoleh biaya operasional dari BPPSN dan 

berkewajiban mengunggah laporan hasil pemilahan serta data 

sampah produk melalui situs BPPSN untuk menyinkronkan data 

dengan laporan dari produsen dan bank sampah unit, selanjutnya 

BPPSN mengadakan tender untuk menunjuk pabrik daur ulang yang 

akan mengolah sampah plastik menjadi biji plastik. 
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7. Selepas sampah plastik diakuisisi dari bank sampah induk, pabrik 

daur ulang yang bekerja sama dengan BPPSN melakukan proses 

rekondisi untuk mengubah limbah tersebut menjadi biji plastik 

berkualitas tinggi. Pabrik daur ulang memperoleh kompensasi atas 

layanan pengelolaan dan berkewajiban melaporkan hasil pengolahan 

kepada BPPSN. Biji plastik hasil rekondisi kemudian dijual kepada 

produsen yang diwajibkan membelinya melalui BPPSN untuk 

memastikan pemantauan dan jaminan pembelian. Proses ini 

menunjukkan penerapan konsep recycling yang efektif, dengan 

material produk plastik industri ditransformasikan kembali menjadi 

bahan baku berkualitas untuk produksi produk plastik baru. 

Sistem pengelolaan sampah plastik ini dirancang untuk 

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya melalui siklus hidup produk 

yang tertata, sekaligus menurunkan dampak negatif terhadap 

lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dengan 

koordinasi utama oleh BPPSN menjamin pengelolaan yang transparan, 

inovatif, dan berkelanjutan, membuka peluang ekonomi baru dari daur 

ulang, serta memperkuat nilai sosial dan ekonomi masyarakat. 

Pendekatan komprehensif ini menjadikan pengelolaan sampah tak 

sekadar mengatasi limbah, melainkan juga menjadi pilar utama dalam 

transisi menuju ekonomi sirkular yang mendukung pembangunan 

ekonomi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi regulasi EPR di Indonesia saat ini menunjukkan 

ketidakefektifan yang signifikan karena tidak adanya regulasi konkret 

yang mengatur aturan teknis secara menyeluruh, meliputi aspek 

kelembagaan, mekanisme implementasi, pembiayaan, sanksi, dan hasil 

yang diharapkan. Fragmentasi regulasi yang ada mengakibatkan 

beragamnya interpretasi pemangku kepentingan, sistem pengelolaan 

yang tidak fokus pada hulu proses produk, serta ketiadaan transparansi 

dan pengawasan yang memadai. Meskipun kebijakan EPR menjadi 

langkah krusial dalam pengendalian sampah plastik mengingat 

produsen industri merupakan kontributor utama sampah plastik ke 

lingkungan, namun implementasinya belum optimal sehingga 

diperlukan reformasi peraturan EPR yang terstruktur dan sistematis 

untuk memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus 

meminimalkan inkonsistensi pelaksanaan. 

2. Optimalisasi penerapan EPR membutuhkan revisi UU Pengelolaan 

Sampah yang memberikan mandat pembentukan BPPSN dan 

menerapkan eco-modulation fees dalam tahapan alur pengurangan 

sampah. BPPSN dirancang sebagai otoritas tunggal dengan 

kewenangan terpusat dan independen, berstatus setingkat menteri yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, menerapkan pendekatan 

multistakeholder inklusif melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, 

dan masyarakat sipil. Sedangkan keberhasilan eco-modulation fees 

sebagai mekanisme pembiayaan adaptif yang memungkinkan produk 

mudah didaur ulang dikenakan biaya lebih rendah dan produk sulit 

didaur ulang dikenakan biaya lebih tinggi sangat bergantung pada 

sinergi erat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Sistem 

ini mendorong produsen berinovasi dalam 
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desain berkelanjutan sejalan dengan program ekonomi sirkular industri, 

didukung peningkatan kesadaran publik, inovasi teknologi, komitmen 

seluruh pemangku kepentingan, serta harmonisasi regulasi melalui 

penggabungan berbagai peraturan EPR ke dalam satu PP komprehensif 

untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah plastik yang efektif dan 

berkelanjutan. 

B. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam gagasan 

penerapan eco-modulation fees EPR antara lain: 

1. Pemerintah Indonesia direkomendasikan melakukan reformasi 

kerangka regulasi EPR melalui revisi UU Pengelolaan Sampah untuk 

memberikan mandat pembentukan BPPSN sebagai lembaga 

pengelolaan sampah nasional. Selanjutnya, diperlukan peraturan 

pelaksana dalam bentuk PP yang mengatur ketentuan teknis terkait 

BPPSN serta mengintegrasikan regulasi EPR pada produk plastik 

industri yang sebelumnya terfragmentasi. Regulasi ini bertujuan 

memperjelas definisi produsen, menetapkan target pengurangan 

sampah plastik yang spesifik dan terukur, menentukan target berkala 

beserta sistem evaluasinya, menegakkan prinsip 3R pada setiap tahap 

produksi produk plastik, serta menetapkan skema alur pengelolaan 

sampah plastik industri yang mengadopsi sistem eco-modulation fees 

dalam pelaksanaan EPR. 

2. Melakukan sinergi antara industri dan masyarakat melalui upaya 

sosialisasi kepada industri agar mengambil langkah proaktif dalam 

mengimplementasikan prinsip EPR secara menyeluruh, meliputi 

penerapan prinsip 3R dalam produksi, investasi pada inovasi desain 

produk ramah lingkungan, pengembangan sistem pengumpulan dan 

daur ulang yang efektif, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan 

pengelolaan sampah plastik industri. Bersamaan dengan itu, diperlukan 

upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan 

keterlibatan aktif dalam pengelolaan limbah plastik. mendukung 

keberadaan bank sampah di lingkungan sekitar, serta 
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menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dengan mengurangi 

penggunaan produk plastik sekali pakai. Selain itu, partisipasi dalam 

program edukasi ekologis diharapkan menjadi langkah awal menuju 

pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan dan memberikan 

dampak positif jangka panjang. 
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